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INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 1276

TENTANG ' ' ■ ' ■ '

PENINGKATAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SENJATA API

PRESIDEN REPDELIK: INDONESIA,

MenimEang ; a. BaB.®:a, senjata apt merupalcan salalL satu alat untuR.

metlaRsanaRan tugas poRjoL AngRatan Bersenjata Re-

puEltL Iiidonesia CABRI}, di bidang PertaEanaii-Ke- /

amanan ^

E, E.aliwa oleL Sarena dt luar lingRungan AngRatan Ber

senjata RepuElIIc rndonesia tardapat pula pemasiiRan,

pemiltRan, penguasaan dan atau penggunaan. senjata

apt, amuni.s'i, dan raesriu, maRa perlu adanya penar-

tlEan, pangaM;asan, dan pengendaliannya, seMngga
dapat dtcegaR. sej auB. raungRin tlmbulnya eRses yang

dapat denimBulRan ancaman atau gangguan terRadap

Reamanan ; '

c, Eafm:a oIcEl Rarena ttu perlu diReluarRan suatu Ins-

truRsi Presiden mengenai peningRatan pengawasan dan

pengendalian senjata apt ; '

Mengingat ; 1. P.asal 4 ayat QLl Undang-Undang. Dasar 19.4S J ■

2. Ordanansi tanggal IR Maret 1937 CStRl 1937 No.l7ai

dan Ordonansi tanggal 3Q Met 1939 CStE1.193a .No.

178} -jo. Ordonansi tanggal 30 Met 1939 CStRl.ia39.

No. 279.}. ten tang Vuurw:apen Regeliiigen ;

3. Undang-undang Nomor 8 TaRun 1948 tentang Pendaftar-

'  an, dan PemRerlan Izin PemaRaian Senjata Apt ;

4. Undang-undang



-t

Kepada :

4. Undang-uridang Nomor 12 Drt. Taliun 19.51 tentang

MengubafL "Ordonnantie TijdelijLe Byzondere Straf

Bepalingen" XStB.l, 19.48 No. 17) dan Undang-undang
R.I. DaRiilu Nombr 8 Taliun 1948 jo. Undang-undang
Nomor 1 Taliun 1961 tentang .MengubaH Ordonansi Per-

aturan Hufcuman Sementara Istimewa ;

5. Undang--undang Nomor 2a Prp Taliun 196a tentang Ke-

wenangan Perlzinan yang diberikan msnurut perundarig-

undangan mengenai senjata api CLembaran Negara Ta-
bun 19.61 Nomor 62, Tambabdn Lembaran Negara Nomor
19.94) ;

5, Keputusan Presriden Nomor 7 Tabun 1974 tentang Pe-

nyempurnaan Keputusan Presiden Nomor 79 Tabun 1969;

^ENGINSTRUKSIKAN :

I. Menteri Pertabanan-Keamanan/Panglima Angkatan Ber-
s:enjkta ; ,

II. Para Menteri/Pimpinan .Lembaga Pemerintab. Non De-

partemen ;

Untuk :

PERTAMA : Yang tersrebut pada angkn I :

Cl) Meningkatkan pelaksanaan pengavcasan serta pengen-
dalian masalab. senjata api, kbususnya pemasukan,
pemilikan, penguasaan dan atau penggunaan senjata
api, amunisi, dan mesiu di luar jajaran C'slagorde")
Angkatan Bersenjata Republlk Indonesia secara ter-

kordinasri dengan memperbatikan bal-bal berikut :

a, membatasi
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a.' jnembatasi sej auh. mungkin pemasukan, pemilikan, pe-

nguasaan dan atau penggunaan senjata api, amunisi,

dan mesiu di l.uar lingkungan Angkatan Bersenjata

Republik Indonesia ; , .

b. i. membatasi jumlab. Ins tans i-ins tansi Pemerintah

di luar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

yang dapat dilerigkapi dengan senjata api balk

jumlafmya maupun jenisriya ;

ii. membatasi jumlab. pejabat-pejabat pada Instanai-

instansi Pemerintab. di luar Angkatan Bersenjata

Republik Indonesia y~ang dapat dipersenj atai de

ngan senjata api baik jumlahnya maupun jenis-

iiy a ; . . ■

iii. membatasi jumlab. golongan dan anggota masyara-

kat atau peroranganyang patut diberi izin me-

miliki, menguasai dan atau menggunakan senjata •

api baik jumlabnya maupun jenisnya ;

c. menentukan standarisasi senjata yang diizinkan pe-

masukan, pemilikan,, penguasaan dan atau pengguna-

aiinya agar tidak menyamai persenjataan Angkatan

Bersenjata Republik Indonesia, yakni mengenai
V.

i. jenis, maQam, dan ukuran/kaliber senjata api ;

ii. jenis dan macam amunisi dan mesiu ;

iii. jumlab. senjata api, amunisi, dan mesiu.

C2). Menyelenggarakan penertiban, pengawasan, pengendalian
1

dan penatausabaan masalab senjata api tersebut ,ayat ^
Qj secara terpusat pada Departemen Pertabanan-keaman-

an.

(3} Menetapkan peraturan-peraturan pelakaanaannya.

KEDUA : iang tersebut pada angka II :

Membantu 15enteri Pextab^nan-Keamanan/Panglima Angkatan

Bersenjata^ agar Instruksi Presiden ini dapat mencapai

sasarannya. "

;
/

.  y . KETIGA :
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KETI.GA : Instruksi Presiden ini'mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan dan agar dilaksanakan sebaik-baiknya
serta penuh tanggungj awab.

JLL

Ditetapkan di Jakarta .

pada tanggad 6 April 1976.-

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

JENDERAL JNI

Disalin sesuai aslinya oleh

SEKRETARIAT KABINET.vR I


